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ABSTRAK 

Perkawinan merupakan jalinan ikatan yang suci lagi sakral dalam 
pandangan Islam dan Katolik. Kedua agama mengakui bahwa perkawinan 
merupakan satu-satunya lembaga yang memberi hak moral maupun hak hukum 
kepada pria dan wanita untuk hidup bersama, berhubungan seksual, dan 
melahirkan keturunan. Setiap pasangan tentunya bercita-cita untuk mewujudkan 
perkawinan yang ideal, yakni terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh 
karena itu, pasangan suami istri harus selalu menjaga keutuhannya agar tujuan 
perkawinan tercapai. Baik Islam maupun Katolik, keduanya sangat membenci 
perceraian. Karena perceraian dapat memisahkan atau memutuskan tali 
silaturahmi antara keduanya. Islam melihat perceraian dalam sebuah perkawinan 
sebagai hal yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun pada dasarnya hukum 
perceraian itu halal. Perceraian itu boleh dilakukan apabila konflik dalam rumah 
tangga tidak dapat diselesaikan lagi kecuali dengan perceraian. Jika perceraian itu 
dihindari, dikhawatirkan dapat mendatangkan akibat yang lebih buruk bagi 
keduanya. Berbeda dengan Islam, Katolik mengajarkan tidak mengenal perceraian 
dalam sebuah perkawinan. Perceraian berarti mengingkari janji manusia dengan 
Tuhannya. Tuhan yang telah mempersatukan mereka dalam ikatan suci 
perkawinan, maka yang dapat memisahkan ikatan mereka hanyalah Tuhan sendiri 
yaitu melalui kematian. Katolik memandang perkawinan sebagai suatu yang 
sangat suci karena merupakan janji dua insan dengan Tuhannya. Berangkat dari 
pemaknaan sakralitas perkawinan itu, maka dalam Katolik tidak mengenal 
perceraian. Dengan didasari latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan 
untuk menemukan jawaban bagaimana perceraian dalam perspektif Islam dan 
Katolik. Melalui perspektif kedua agama tersebut, maka akan diketahui perbedaan 
dan persamaan dari keduanya. 

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research), yaitu jenis 
penelitian yang penyusun lakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai 
sumber datanya dan juga sebagai sumber utamanya. Sedangkan penelitian ini 
bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Maksudnya bahwa penyusun berupaya 
untuk mendeskripsikan makna perkawinan serta tujuan perkawinan dan juga 
pandangan keduanya tentang hukum perceraian. Kemudian menganalisa dari data 
yang ada yang selanjutnya dikomparasikan antara pandangan Islam dan 
pandangan Katolik tentang hukum perceraian. 

Hasil dari penelitian ini, bahwa perceraian dalam Islam dibolehkan atau 
dihalalkan sebagai solusi problematika perkawinan walaupun perceraian itu 
sangat dibenci oleh Allah SWT. Sedangkan Katolik tidak mengenal perceraian 
dengan alasan apapun. Katolik melarang mutlak perceraian bagi suami istri yang 
keduanya telah dibaptis dan telah disempurnakan dengan persenggamaan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 
A. Konsonan Tunggal 
 

 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf ا
Tidak 

dilambangkan 
 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dâd ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Tâ’ ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Zâ’ ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 
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 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 
 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

دَة  Ditulis Muta’addidah مُتعََدِّ

 Ditulis ‘iddah عِدَّة

 

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 
sebagainya. 

 Ditulis ḥikmah حِكْمَة

  Ditulis Jizyah جِزْيةَ

 

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَرَامَةُ الْْوَْليِاَء
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3. Bila ta’ Marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah 

ditulis t 

الْفطِْرِ  زَكَاةُ   Ditulis Zakāt al-fiṭr 

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥaḥ Ditulis A ـَ

 Kasrah Ditulis I ـِ

 ḍammah Ditulis U ـُ

 

E. Vokal Panjang 

1 
fatḥaḥ+alif 

 جَاهِليَِّة
Ditulis 
Ditulis 

Ā 
Jāhiliyyah 

2 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 تنَْسَى
Ditulis 
Ditulis 

Ā 
Tansā 

3 
Kasrah+ya’ Mati 

رِيْمكَ   
Ditulis 
Ditulis 

Ῑ 
Karīm 

4 
ḍammah+wawu mati 

 فرُُوض
Ditulis 
Ditulis 

Ū 
furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
fatḥaḥ+ya’ mati 

 بيَْنكَُمْ 
Ditulis 
Ditulis 

Ai  
bainakum  

2 
fatḥaḥ+wawu mati 

 قوَْل
Ditulis 
Ditulis 

Au 
Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof ('). 

 Ditulis a'antum أأَنَْتمُ 1

 Ditulis La'in syakartum لئَنِْ شَكَرْتمُْ  2
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H. Kata Sandang Alīf+Lām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān ألَْقرُْآن

 Ditulis Al-Qiyās آلْقيِاَس

 
2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 
huruf l (el)-nya. 

مَاءَ  Ditulis as-Samā الَسَّ

 Ditulis asy-Syams الَشَّمْس

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD).  

 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis Żawȋ al-furūḍ ذَوِى الْفرُُوْض

نَّة  Ditulis ahl as-Sunnah أهَْلِ السُّ

 

I. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 

 

وجد جد من  
If There Is A Will, There Is Way 

Barangsiapa Bersungguh-sungguh, Maka Akan Berhasil 

Sopo Sing Temen, Bakal Tinemu 

Lamun Keyeng, Tangtu Pareng 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang 

merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri, namun hal tersebut 

merupakan upaya yang tidak mudah. Sehingga tidak sedikit pasangan suami istri 

yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian. 

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian 

tanpa diawali penikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup 

bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam perundang-

undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common law, 

islamic law, maupun canon law, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan 

persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita 

untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai 

dasar dari unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau 

akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.1 

Islam mengatur keluarga tidak hanya secara garis besar, tetapi sampai pada 

detailnya. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat 

dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Sebagaimana 

dinyatakan dalam al-Qur’an bahwa berkeluarga itu merupakan sunnah para Rasul, 

                                                 
1 Rifyal Ka’bah, “Permasalahan Perkawinan,” Varia Peradilan: Majalah Hukum, No. 

271, Th. XXII (Juni 2008), hlm. 7. 
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mulai Nabi Adam AS. sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Sesuai 

firman-Nya dalam al-Qur’an: 

بأذن الله لاولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي باية ا

 لكل اجل كتاب.2

Dengan berkeluarga, dari segi batin orang dapat mencapainya melalui 

berkeluarga yang baik. Seperti dinyatakan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ibnu Abbas: 

فرج ومن لم اغض للبصر واحسن لليامعشر الشباب من الستطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه 

 يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء.3

Dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat ditemui suatu penilaian yang 

umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai 

kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.4 Dari segi hukum, 

al-Qur’an memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan 

kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan umat 

(bangsa). Oleh sebab itu, al-Qur’an memandang bahwa perkawinan bukanlah 

hanya sekedar akad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan 

ijab kabul serta saksi sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan 

persetujuan itu ditingkatkan menjadi mīṡāq, piagam perjanjian, persetujuan dan 

                                                 
2 Ar-Ra’d (13): 38. 

3 Zakiyah Darajat, Ilmu Fiqh, cet. ke-1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 45. 

4 Prodjodikoro R. Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. ke-6 (Bandung: 
Penerbit Sumur Bandung, 1974), hlm. 8. 
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ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari serta pertanggungjawabannya 

untuk terus memelihara dan memenuhinya.5 

Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakīnah, mawaddah, dan raḥmah. Sementara itu, prinsip perkawinan 

merupakan pintu gerbang menuju suksesnya mencapai tujuan perkawinan yaitu 

melalui prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan 

nyaman dalam keluarga, menghindari adanya kekerasan, dan prinsip kesetaraan 

hubungan suami isteri sebagai hubungan partnership.6 

Setiap misi belum tentu membuahkan hasil. Begitu pula dengan hubungan 

rumah tangga. Setiap perkawinan tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi seperti 

yang diharapkan dan diinginkan pasangan suami-istri. Idealnya tidak mungkin ada 

sebuah rumah tangga tanpa persoalan. Perceraian merupakan solusi atau jalan 

akhir yang dapat ditempuh ketika permasalahan dalam sebuah rumah tangga tidak 

dapat diselesaikan dengan musyawarah antara suami dan istri. Sementara 

perceraian itu sendiri merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah walaupun 

hukumnya bukanlah haram untuk dilakukan. 

Perkawinan adalah hukum lain dari persatuan atau perikatan, sebagaimana 

terjadinya ikatan lahir batin. Oleh karena itu, tidak seorang pun manusia dapat 

menolak adanya putus ikatan. Walaupun demikian, ikatan itu dapat diperkuat 

dengan usaha maksimal dari suami istri, sehingga putusnya ikatan terjadi karena 

                                                 
5 Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari’ah Islam, alih bahasa Fachruddin Hs., cet. ke-3 

(Jakarta: BUMI AKSARA, 1994), hlm. 155. 

6 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 
2005), hlm. 62. 
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alasan-alasan yang prinsipil. Apabila rumah tangganya dipertahankan akan 

membawa kemudaratan dan dampak buruk yang lebih besar dibanding dengan 

kemaslahatan atau dampak positifnya. Dengan bahasa lain, bercerai manfaatnya 

lebih besar dibandingkan tetap mempertahankan rumah tangga. 

Agama Katolik sejak lama merupakan kekuatan yang tangguh yang 

mampu mengintegrasikan masyarakat pada tingkat apapun, mulai dari tingkat 

keluarga sampai kepada negara. Ajaran Katolik yang berwujud Ensiklik-ensiklik 

Paus dan Hukum Kanon, sangat memperhatikan masalah pengaturan keluarga. 

Sifat sakramental dalam perkawinan dan juga larangan adanya perceraian, 

perhatian pendidikan Katolik bagi anak-anak, digunakan metode pengakuan dosa 

oleh para pastor dalam rangka mempengaruhi keputusan-keputusan yang 

berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Dalam semua hal ini dan juga hal-

hal lainnya, kekuatan gereja dalam mengatur benar-benar terasa.7 

Dalam agama Katolik, aturan yang menyangkut kehidupan manusia diatur 

dalam bentuk sakramen.8 Sejak abad ke-12 sakramen dalam Gereja Katolik 

ditetapkan tujuh buah. Kesemua sakramen tersebut sejajar dengan saat-saat 

penting serta kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan kodrati manusia. 

                                                 
7 Donald E. Smith, Agama & Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis, alih bahasa 

Machmun Husain (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 76. 

8 Sakramen (Latin: sacramentum; Inggris: sacrament) dengan kata sifatnya sakramental, 
yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau Ilahi. Sakramen juga berarti tanda 
keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia, maka menerima dan memehaminya hendaknya 
ditempatkan dalam kerangka iman. Sakramen diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan yang 
mengandung dua unsur hakiki yaitu forma (kata-kata tentang peristiwa Ilahi) dan materia (barang 
atau tindakan tertentu yang terlihat). “Sakramen,” http://www.imankatolik.or.id/sakramen.html, 
akses 23 November 2016. 

http://www.imankatolik.or.id/sakramen.html
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Sakramen merupakan padanan rohaniah dari peristiwa-peristiwa kodrati ini.9 

Disinilah posisi perkawinan termasuk salah satu sakramen tersebut. 

Perkawinan merupakan kehendak Ilahi dan konsekuensi kodrat manusia. 

Perkawinan digambarkan sebagai perjalanan bersama dengan teman seperjalanan 

sebagai pasangan dan pendamping yang setia. Bagi pasangan beriman bukanlah 

perjalanan biasa, melainkan perjalanan iman. Sehingga perkawinan merupakan 

suatu kenyataan yang luhur karena diberkati oleh Allah sendiri. Dalam Kitab 

Kejadian menggambarkan: 

Ia menciptakan mereka untuk menjadi seperti diri-Nya sendiri. Ia 
menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka 
dan berkata kepada mereka, “Beranakcuculah. Penuhilah bumi dan 

kuasailah itu.”10 
 
Sakramen Perkawinan sebagai hubungan suami istri yang berakar dan 

berlandaskan pada hubungan Yesus dengan gereja-Nya, maka perkawinan Kristen 

merupakan lembaga yang kudus dan harus bersifat monogam, karena Kristus 

hanya memiliki satu Gereja dan menjadi Kepala Gereja satu-satunya. Perkawinan 

bersifat tetap, sama seperti tak terpisahkannya Kristus dengan gereja.11 

Menurut Yesus di dalam Injil Matius, perkawinan adalah kesatuan erat 

antara seorang pria dan wanita yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Sedemikian 

erat sehingga keduanya bukan lagi dua melainkan satu. 

                                                 
9 Huston Smith, Agama-Agama Manusia, alih bahasa Saafroedin Bahar (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2001), hlm. 395. 

10 Kejadian, 1: 27-28. 

11 Adolf Heuken, Ensiklopedi Gereja (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992), III: 
374. 
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Dan menjadi satu dengan istrinya dan keduanya itu akan menjadi satu 
tubuh.12 
 
Sementara berdasrakan Kitab Hukum Kanonik13 Kan. 1055, persekutuan 

hidup suami-istri “menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri 

serta kelahiran dan pendidikan anak (bonum prolis)”. Dan kodratnya perkawinan 

sudah dilengkapi dengan tujuan-tujuannya yaitu demi kebahagian suami istri 

(bonum cogniugum) dan demi kelahiran serta pendidikan anak (bonum prolis).14 

Selanjutnya dalam Kan. 1056 disebutkan sifat hakiki perkawinan ialah monogam 

(unitas) dan tak terceraikan (indissolubilitas) yang dalam perkawinan Kristiani 

memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen.15 Perlu dicatat bahwa 

penonjolan gagasan kesatuan suami istri tidak melupakan hal bahwa mereka tidak 

lebur total menjadi satu, melainkan masing-masing tetap merupakan pribadi-

pribadi dengan kepribadian yang unik.16 

Ajaran bahwa perkawinan diciptakan oleh Allah telah ditunjukan oleh 

wahyu Allah sendiri. Namun karena kodrat perkawinan juga bersifat manusiawi, 

                                                 
12 Matius, 19: 5. 

13 Kitab Hukum Kanonik 1983 (Latin: 1983 Codex Iuris Canonici; Inggris: 1983 Code of 
Canon Law) dalam bahasa Indonesia biasa disingkat KHK atau Kanon atau Kan. saja adalah 
kodifikasi peraturan kanonik untuk Gereja Latin dalam Gereja Katolik. KHK dikeluarkan pada 25 
Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II dan berkekuatan hukum sejak Minggu Pertama Advent 
27 November 1983. Kanon ini menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917 yang dikeluarkan oleh 
Paus Benediktus XV pada 27 Mei 1917. “Kitab Hukum Kanonik 1983,” 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983, akses 23 November 2016. 

14 Bernard S. Balun, Perkawinan Katolik: Pedoman Memperoleh Dispensasi Gereja, cet. 
ke-1 (Bantul: LAMALERA, 2011), hlm. 48. 

15 Josef Konigsmann, Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik (Ende: Nusa Indah, 
1989), hlm. 27. 

16 Piet Go O. Charm, Pokok-pokok Moral Perkawinan & Keluarga Katolik (Malang: 
Dioma, 1990), hlm. 10. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983
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maka manusia dapat menentukan pilihannya secara bebas untuk menikah atau 

tidak menikah. 

Perkawinan yang ratum (perkawinan antara dua orang yang dibaptis) dan 

telah disempurnakan dengan consummatum (persetubuhan) tidak pernah dapat 

diputus. Ikatan itu, yang merupakan akibat dari perbuatan kehendak bebas 

pasangan suami istri dan dari pelaksanaan (penyempurnaan) perkawinan, sekarang 

ini merupakan suatu realitas yang tidak dapat ditarik kembali dan yang berasal 

dari ikatan perjanjian yang dijamin oleh kesetiaan Allah. Gereja tidak mempunyai 

kuasa apapun melawan kebijaksanaan Ilahi.17 

Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Markus: 

Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia 
hidup dalam perzinaan dengan istrinya itu. Dan jika istri menceraikan 
suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.18 
 
Oleh karena itu, agama Katolik memberikan pandangan yang sangat tegas 

dalam masalah perceraian. Perceraian dalam sebuah perkawinan merupakan hal 

yang tidak sesuai dengan ajaran moral. 

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan, 

dengan didasarkan pada penyerahan diri yang pribadi dan total dari pasangan dan 

adanya tuntutan demi kebaikan anak-anak, tak terceraikannya suatu perkawinan 

mendapatkan kebenarannya. Di dalam hukum agama dari Gereja Katolik 

                                                 
17 Komisi Keluarga-KWI, Perkawinan dan Keluarga dalam Katekismus Gereja Katholik 

(Jakarta: KWI, 1992), hlm. 15. 

18 Markus, 10: 11. 
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melarang pemutusan sesuatu dengan tidak memakai kualifikasi, jika kedua belah 

pihak pada waktu perkawinan telah menjadi orang-orang masehi baptisan.19 

Berbagai problematika dalam bahtera rumah tangga dapat terjadi pada 

pasangan mana pun tanpa terkecuali. Islam dan Katolik yang notabene agama 

besar di dunia dan di Indonesia membahas perceraian tentang hukum, alasan, 

bentuk, dan proses serta akibatnya. Dari kedua perspektif agama tersebut tentunya 

memiliki persamaan dan perbedaan, 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang 

masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana perceraian dalam perspektif Islam dan Katolik? 

2. Apa persamaan dan perbedaan dari keduanya? 

C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya 

semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui perspektif hukum dua agama tentang masalah perceraian. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana larangan dalam agama Islam dan agama 

Katolik terkait perceraian. 

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah: 

1. Memberikan kontribusi terhadap wacana permasalahan perceraian dari dua 

agama, yakni Islam dan Katolik. 

                                                 
19 Konferensi Waligereja Indonesia, Iman Katholik: Buku Informasi dan Referensi 

(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 438. 
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2. Untuk menambah khazanah keilmuan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum dan khususnya di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya 

kesamaan atau pengulangan materi secara mutlak. Namun sejauh ini hanya 

beberapa penelitian saja yang membahas perceraian Islam dan Katolik, itu pun 

tidak berfokus pada perbandingan hukum perceraian kedua agama tersebut. 

Skripsi yang ditulis oleh Laela, “Perceraian dalam Pandangan Kitab 

Hukum Kanonik Gereja Katolik”. Skripsi ini berfokus pada peraturan perceraian 

dan dispensasi pemutusan ikatan perkawinan bagi umat Katolik menurut Kitab 

Hukum Kanonik.20 Skripsi ini tidak membandingkan dengan hukum dan sistem 

perceraian yang berlaku pada agama Islam. 

Skripsi yang ditulis oleh Ponco Setyo Nugroho, “Pandangan Kaum 

Kristiani Mengenai Perceraian yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 (Studi Kota Semarang)”. Skripsi ini berfokus pada sejauh mana peran 

UU No. 1/1974 mengatur perceraian dan pandangan kaum Kristiani (Katolik-

Protestan) terhadap undang-undang tersebut.21 Skripsi ini juga lebih 

                                                 
20 Laela, “Perceraian dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik,” Skripsi 

tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2005). 

21 Ponco Setyo Nugroho, “Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian yang Diatur 
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kota Semarang),” Skripsi, tidak diterbitkan, 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2013). 
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menitikberatkan pada perbedaan prinsip antara hukum nasional dan hukum agama 

terkait perceraian. 

Tesis yang disusun oleh Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan 

Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di 

Kota Yogyakarta). Tesis ini membandingkan landasan teologis, filosofis, dan 

sosiologis sistem hukum dalam bimbingan perkawinan pada KUA dan Gereja 

Katolik dan pelaksanaan bimbingan perkawinan kedua lembaga tersebut.22 Tesis 

ini tidak mengkhususkan pada sistem hukum perceraian Islam dan Katolik. 

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah terdahulu, sejauh 

pengetahuan penulis belum ada yang mengkaji dan membandingkan secara 

khusus mengenai perceraian antara agama Islam dan Katolik. Sehingga penulis 

tertarik untuk mengkaji dan membandingkan perceraian kedua agama tersebut. 

E. Kerangka Teoretik 

Islam mensyariatkan hubungan pernikahan agar menjadi hubungan yang 

langgeng, abadi dan tidak runtuh. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur’an: 

 وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.23

Pernikahan merupakan jalinan ikatan yang kuat lagi sakral dalam Islam. 

Allah menamakannya sebagai mīṡāqan galīẓan (perjanjian yang kuat). Dengan 

demikian, pengaruh hawa nafsu dapat dihalau dari pasangan suami istri sehingga 

mereka pun mengemudikan biduk rumah tangga dengan tuntunan yang jelas. Jika 

                                                 
22 Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi 

Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Yogyakarta)”, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga (2015). 

23 An-Nisā' (4): 21. 
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ikatan anatara suami istri demikian kokohnya, maka tidak sepatutnya dirusakan 

atau disepelekan. 

Meski kaidah syariat sudah ditegakkan untuk mempertahankan keutuhan 

keluarga, akan tetapi faktor kekeliruan dan kesalahpahaman yang menjadi tabiat 

manusia, tetap memiliki potensi yang dapat menggoncang ketentraman kehidupan 

suami istri. Sebab, menyatukan pandangan dua orang yang berbeda dalam semua 

aspek bukan pekerjaan mudah. Terlebih lagi jika antara suami istri itu 

mempertahankan egonya masing-masing. 

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian 

karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, 

tetapi perceraian merupakan sunnatullah.24 Perceraian (talak) dalam Islam 

diartikan melepas atau mengurai tali ikatan, baik tali yang bersifat konkrit atau 

bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata talak merupakan isim 

masdhar dari kata ṭallaqa-yuṭalliqu-ṭalliqan, jadi kata ini semakna dengan kata 

tahliq yang bermakna irsal dan tarku yaitu melepaskan dan meninggalkan.25 Juga 

didefinisikan oleh as-Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-Sunnah bahwa talak 

ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.26 

Persoalan talak termasuk hal yang sangat krusial dalam Islam. Seorang 

suami tidak bisa secara sembarangan melontarkanya, atau seorang istri 

memintanya. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan perkawinan dan 
                                                 

24 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 
Muslim, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49. 

25 Zakiyah Darajat, Ilmu..., II: 172. 

26 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Bandung: Al Ma’arif, 1997), VIII: 9. 



12 
 

 
 

melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan 

menghilangkan kemaslahatan suami istri. Namun demikian, perceraian sebagai 

perbuatan yang dihalalkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis 

Nabi SAW. sebagai berikut: 

 ابغض الحلال عندالله الطلاق.27

Agama Katolik sejak lama merupakan kekuatan yang tangguh yang 

mampu mengintegrasikan masyarakat pada tingkat apapun, mulai dari tingkat 

keluarga sampai kepada negara. Perkawinan merupakan dasar keluarga dan 

keluarga merupakan dasar masyarakat dan gereja yang mengandung beberapa 

kepentingan yang menjadi perhatian. Pertama, kepentingan suami istri mulai saat 

perkawinan menjadi sebadan dan sejiwa seumur hidup dan harus saling membantu 

untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kedua, kepentingan masyarakat dan 

negara, perkawinan mengangkat suami istri menjadi wakil pencipta. Mereka akan 

memberi hidup kepada manusia baru, bukan saja hidup badani tapi juga hidup 

rohani. Artinya tidak hanya melahirkan saja tetapi mendidik juga melalui 

pendidikan keluarga. Ketiga, kepentingan gereja, perkawinan di depan gereja 

adalah sakramen. Sejatinya perkawinan adalah perbuatan mensucikan.28 

Bagi Gereja Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen. Kasih antara 

suami isteri adalah tanda dan sarana kasih Kristus kepada gereja-Nya. Kasih 

mereka bukanlah kasih manusiawi melainkan melambangkan kasih Tuhan sendiri. 

                                                 
27 Abu Dawud, Sunan Abῑ Dāwud (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 255, hadis nomor 2178, 

“Kitāb aṭ-Ṭalāq,” “Bāb fῑ Karāhiyah aṭ-Ṭalāq.” Hadis dari Ibnu Umar. 

28 Kerajaan Allah, Pokok-pokok Pengajaran Agama Katholik (Bogor: Sekolah Grafika 
Jatna-Juana, 1968), hlm. 42. 
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Sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan gereja-Nya, 

demikian juga antara suami isteri yang telah dibaptis tidak bisa saling 

memisahkan diri. 

Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Sebab 
suami adalah kepala dari istri, seperti juga Kristus adalah kepala dari 
jemaat dan Ia sendiri adalah juru selamat dari tubuh.29 
 
Kemudian Kristus sendiri berkata: 

Bahwa sesuatu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan 
oleh manusia.30 
 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang saling melengkapi yang 

digunakan dalam melakukan penelitian.31 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara 

membaca, menelaah, atau memeriksa bahan kepustakaan.32 

2. Sifat Penelitian 

a. Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan 

masalah-masalah pada masa sekarang dengan cara mendeskripsikan 

                                                 
29 Efesus, 5: 22-23. 

30 Matius, 19: 6. 

31 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (Yogyakarta: Fak. 
Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 9. 

32 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 
Semesta, 2003), hlm. 7. 
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masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisan data, 

kemudian dijelaskan.33 

b. Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara perspektif Islam dan 

Katolik dalam memandang perceraian.   

3. Teknik Pengumpulan Data 

Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya 

merujuk pada sumber kepustakaan, literatur-literatur yang membahas 

perceraian pada agama Islam dan pada agama Katolik seperti buku-buku atau 

artikel-artikel terkait, terutama buku atau artikel yang penulis pilih sebagai 

sumber data primer maupun sekunder. 

4. Pendekatan Masalah 

Dalam pengolahan data, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis 

data menggunakan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman prilaku 

manusia.34 

5. Analisa Data 

a. Metode deduktif, yaitu analisis yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang 

umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.35 

b. Metode komparasi, yaitu analisis tentang hubungan sebab akibat dengan 

memilih faktor-faktor tertentu dan kemudian membandingkannya.36 

                                                 
33 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128. 

34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), 
hlm. 10. 

35 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Gambaran umum mengenai bahasan-bahasan pada skripsi ini secara 

sistematis adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan 

dicapai dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab meliputi latar 

belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, menguraikan tentang perspektif Islam mengenai hukum 

perceraian. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari lima sub-bab yang membahas 

tentang hakikat perkawinan, pengertian dan dasar hukum perceraian, faktor-faktor 

penyebab terjadinya perceraian, hukum perceraian, dan prosedur perceraian. 

Bab ketiga, sama halnya dengan bab kedua yang menjabarkan tentang 

hukum perceraian namun dari perspektif Katolik. Bab ini terdiri atas lima sub-bab 

yakni tentang hakikat perkawinan, pengertian dan dasar hukum perceraian, faktor-

faktor penyebab terjadinya perceraian, hukum perceraian, dan prosedur 

perceraian. 

Bab keempat, berisikan analisis yang mengkomparasikan antara perspektif 

Islam dan Katolik mengenai perceraian. Sehingga dapat diketahui perbedaan dan 

persamaannya. 

                                                                                                                                      
36 Winarto Surakhmad, Pengantar Pengetahuan Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 

84. 
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Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan 

dari apa yang telah penyusun uraikan disertai saran yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan telaah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perceraian dalam perkawinan berdampak negatif terhadap semua pihak dalam 

keluarga (suami, istri, anak, dan keluarga besar dari keduanya). Jika Katolik 

memandang bahwa jangan pernah ada perceraian bagi mereka yang 

melakukan perkawinan ratum et consummatum (perkawinan dua orang yang 

telah dibaptis dan yang telah melakukan persenggamaan), maka Islam hanya 

memandang bahwa sesungguhnya perceraian itu suatu hal yang sebenarnya 

halal hukumnya namun merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah. 

2. Persamaan dan perbedaan hukum perceraian Islam dan Katolik: 

No.  Islam Katolik 

1 Hukum Dibenci Allah tapi halal 
dilakukan 

Melarang mutlak perceraian 
untuk ratum et consummatum 

2 Zina Salah satu alasan 
perceraian 

Salah satu alasan perpisahan 

3 Rujuk Masa iddah; talak 
(kecuali talak tiga dan 
talak qabla ad-dukhūl) 
dan fasakh selain zina 
dan khulu’ 

Pisah meja dan ranjang 

4 Aturan 
Hukum 

UUP; KHI UUP sebatas urusan sipil, 
KHK, Kongregasi Ajaran 
Iman, Surat Edaran 
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Kongregasi Sakramen 
5 Hak cerai Suami berhak 

menceraikan; istri berhak 
meminta diceraikan 

Tidak ada 

6 Bentuk 
perceraian 

Dikategorikan 
berdasarkan inisiatif 
suami, istri, dan 
pengadilan 

Diklasifikasikan berdasarkan 
tingkat kekukuhan 
pernikahan 

7 Proses 
berperkara 

Pengadilan Agama Pengadilan Gerejawi 
(Pengadilan Tribunal) 

 

B. Saran 

Dari kajian yang telah dilakukan penulis, hal-hal yang masih perlu dikaji 

lebih lanjut yaitu: 

1. Perceraian merupakan hal yang dibenci Allah namun halal untuk dilakukan. 

Ketika perceraian itu sungguh terjadi, bagaimana dampak perceraian itu 

dalam keluarga terutama bagi anak-anak mereka. 

2. Katolik tidak mengenal perceraian karena dianggap melanggar ajaran Tuhan 

dan melawan esensi perkawinan itu sendiri. Tindakan seperti apa yang 

seharusnya dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang timbul dalam 

keluarga sehingga memicu konflik perselisihan antara pasangan. 
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LAMPIRAN TERJEMAHAN 

NO. F. N. HLM. TERJEMAHAN 

    BAB I 

1 2 2 Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul 
sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri 
dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul 
mendatangkan suatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin 
Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). 

2 3 2 Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu 
serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. 
Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan 
pandangan mata dan memelihara kemaluan. 

3 23 10 Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 
dari kamu perjanjian yang kuat. 

4 27 12 Seburuk-buruknya perkara yang dibenci Allah adalah talak. 
   BAB II 

1 20 19 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah. 

2 21 19 Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 
dari kamu perjanjian yang kuat. 

3 37 25 Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Pengayang. 

4 38 25 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan 
mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali kamu 
tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan 

lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. 
5 39 25 Dari Ibn Umar, Rasulullah SAW. Bersabda: “Seburuk-buruknya 

perkara yang dibenci Allah adalah talak.” 
6 44 27 Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 

7 49 28 Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah 
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena 
Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan 



 
 
 

 
 

pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. 
8 50 28 Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 
menurut tabiatnya kikir. 

9 52 29 Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang 
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami istri itu. 

10 62 33 Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar). 

11 65 35 Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik. 
12 70 37 Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh 

empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada 
istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) 
talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

13 71 38 Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) tetapi Dia menghukum 
kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka 
kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh 
orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan 
kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup 
melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga 
hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpahmu bila kamu 
bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. 
Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya 
agar kamu bersyukur (kepada-Nya). 

14 74 39 Orang-orang mendihar istrinya di antara kamu, (menganggap 
istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu 
mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang 
melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-
sungguh mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta. Dan 
sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. 

15 77 40 Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian 
bagi mereka. 

16 81 41 Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk 



 
 
 

 
 

 

  

menebus dirinya. 
17 89 45 Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang 
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh 
kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 
selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. 
Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan 
memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya 
(berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi 
selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 
empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia 
adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang 
kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-
orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh 
sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya 
itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) 
yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu 
termasuk orang-orang yang benar. 
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